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ABSTRAK 

Pemerintahan desa merupakan pemerintahan terkecil di Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Pemerintahan desa sangat memerlukan sebuah lembaga yang 

tugas dan fungsinya sebagai mitra kerja dan penyeimbang agar dalam menjalankan 

roda pemerintahan desa tidak sewenang-wenang dalam menetapkan suatu 

kebijakan. Lembaga tersebut bernama Badan Permusyawaratan Desa atau yang 

disingkat menjadi (BPD) yang merupakan lembaga legislatif ditingkat desa yang 

tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat di pemerintahan desa. Peran BPD 

sangatlah penting dalam proses perencanaan pembangunan desa melalui 

MusrembangDes agar tercapainya kebutuhan masyarakat. Adanya lembaga BPD 

diharapkan bisa membawa mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan 

desa supaya kebijakan yang diambil berdampak positif bagi masyarakat. Penulis 

tertarik melakukan penelitian di Desa Kalitengah untuk melihat bagaimana Kinerja 

BPD dalam Membantu Program BLT Dana Desa, baik itu dari segi perencanaan, 

penetapan, maupun dalam pelaksanaanya. 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan bersifat deskritif-kualitatif. Dengan 

menggunakan penelitian lapangan diharapkan penulis bisa menggambarkan fakt-

fakta yang ada dilapangan melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, 

wawancara terhadap para pihak, dan melakukan dokumentasi yang muatannya 

terkait dokumentasi wawancara, pengajuan penelitian, dan data-data lainnya yang 

terkait dengan pembahasan. 

Hasil dari penelitian ini bahwa BPD Desa Kalitengah dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif sudah cukup baik mengenai 

keterlibatannya dalam membantu Program BLT Dana Desa baik itu dari segi 

perencanaan, penetapan, dan mengawasi pelaksanaan program tersebut. BPD Desa 

Kalitengah dalam proses perencanaan program BLT Dana Desa selalu mengawasi 

melalui MusrembangDes dimana semua unsur masyarakat ikut berpartisipasi 

dalam perencanaannya sehingga membuka ruang aspirasi supaya terciptanya 

demokrasi yang baik. Selain MusrembangDes, BPD Desa Kalitengah juga 

mengadakan Musyawarah Desa Khusus yang isinya terkait penetapan calon 

penerima BLT Dana Desa, diadakannya Musyawarah Desa Khusus mencegah 

adanya penyelewengan dan kekeliruan. Namun demikian, dalam pelaksanaan 

program BLT Dana Desa ini masih terdapat kendala berupa faktor kesenjangan 

yang diakibatkan kuota penerima BLT Dana Desa ini sangatlah terbatas.   

 Kata Kunci: Kinerja Badan Permusyawaratan Desa, Program BLT Dana Desa. 
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ABSTRACT 

 

      Village government is the smallest government in the Unitary State of the 

Republic of Indonesia. The village government is in dire need of an institution 

whose duties and functions as a partner and counterweight so that in running the 

wheels of village government is not arbitrary in determining a policy. The 

institution is called the Village Consultative Body or abbreviated to (BPD) which 

is a legislative body at the village level whose duties and functions as 

representatives of the people in the village government. The role of BPD is very 

important in the process of planning village development through 

MusrembangDes in order to achieve the needs of the community. The existence of 

BPD institutions is expected to be able to supervise and control the running of the 

village government so that the policies taken have a positive impact on the 

community. The author is interested in conducting research in Kalitengah Village 

to see how the BPD performs in assisting the BLT Village Fund Program, both in 

terms of planning, determination, and implementation. 

    This research uses field research using a juridical-empirical approach and is 

qualitative-descriptive in nature. By using field research, it is hoped that the author 

can describe the facts in the field through data collection techniques in the form of 

observation, interviews with the parties, and documentation related to interview 

documentation, research submissions, and other data related to the discussion. 

    The result of this study is that the Kalitengah Village BPD in carrying out its 

duties and functions as a legislative body is quite good regarding its involvement 

in assisting the BLT Village Fund Program in terms of planning, determining, and 

overseeing the implementation of the program. In the planning process of the BLT-

Dana Desa program, the Kalitengah Village BPD always supervises through 

MusrembangDes, where all elements of the community participate in the planning, 

thus opening up space for aspirations to create a good democracy. In addition to 

the MusrembangDes, the Kalitengah Village BPD also held a Special Village 

Deliberation (Musyawarah Desa Khusus), which was related to the determination 

of prospective BLT Dana Desa recipients, and the Special Village Deliberation 

(Musyawarah Desa Khusus) prevented any misappropriation and mistakes. 

However, in the implementation of the BLT Dana Desa program, there are still 

obstacles in the form of inequality factors due to the limited quota of BLT Dana 

Desa recipients.   

 Keywords: Performance of the Village Consultative Body, Village Fund BLT 

Program. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa: “Negara 

Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Ketentuan tersebut memberikan 

sebuah pengertian bahwasannya Negara republik Indonesia dibangun dalam kerangka Negara 

yang berbentuk Negara kesatuan dan bukan berbentuk federasi. Oleh karena itu, agar 

mewujudkan pembangunan nasional yang merata dibentuklah daerah-daerah yang mempunyai 

kewenangan dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah), haruslah diletakan 

dalam bingkai pemahaman Negara yang berbentuk kesatuan bukan berbentuk federal1. 

Selanjutnya, dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa 

Negara Kesatauan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi 

dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai 

pemerintahan daerah yang diatur dalam ketentuan undang-undang2. Sistem pemerintahan 

daerah itu sendiri dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 

menyebutkan bahwa urusan pemeritahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan 

pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren 

merupakan pembagian urusan pemeritahan yang dibagi anatara pusat, daerah provinsi, dan 

daerah kabupaten/kota. Dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa  

                                                             

1 Krishna D.Danumurti dan Umbu Rauta, Otonomi Daerah-perkembangan pemikiran, pengaturan dan 

pelaksanaan, (Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 7. 

2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (1). 
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urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah daerah kabupaten/kota 

diselenggarakan sendiri oleh daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagai 

pelaksanaannya kepada desa3. 

Dalam sistem pemeritahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membagi 

wilayah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan 

pemerintahan tingkat terendah adalah desa atau kelurahan. Penyelenggaraan pemerintahan 

desa merupakan salah satu subsistem dari sebuah sistem penyelenggaraan pemeritahan, 

sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur masyaraktnya sendiri dan berada 

dibawah pemerintah kabupaten4. Dengan adanya otonomi daerah ini pemerintahan daerah 

(kabupaten/kota) dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan baik 

dari sisi pembangunan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan khususnya di desa/kelurahan 

dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat. 

Penyelengaraan pemerintahan daerah sangat didukung oleh pemerintahan desa dan 

badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai bagian dari pemerintahan daerah, diantara 

keduanya  merupakan didasarkan pada otonomi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “Desa adalah desa dan adat desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia”5. Pengertian diatas bahwa desa merupakan komunitas 

masyarakat yang mengatur dirinya sendiri (Self Comunitiy), yang artinya bahwa desa memiliki 

                                                             

3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 20 ayat (3). 

4 HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh, Cet. Ke-2, (Jakarta: 

Raja Grafindo,2004), hlm. 3 

5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (1)  
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kewenangan dan mengatur masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial dan adatnya sendiri. 

Dengan demikian, adanya kemandirian ini diharapkan agar bisa meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan, sosial, politik dan ekonomi.  

Dalam menjalankan roda pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa 

seperti sekertaris desa dan yang lainnya. Selain itu, kepala desa dalam menjalankan roda 

pemerintahan desa dibantu oleh lembaga-lembaga lainnya termasuk juga BPD yang merupakan 

perwujudan dari sistem demokrasi, BPD menurut Pasal 1 Angka 4 Permendagri Nomor 110 

Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan 

fungsi pemerintahan yang anggotanya terdiri dari warga desa berdasarkan keterwakilan daerah 

dan ditetapkan secara demokratis6. BPD dilihat dari segi kewenangannya merupakan lembaga 

legislatif tingkat desa, sedangkan kepala desa dan yang lainnya adalah eksekutif ditingkat desa.  

BPD memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahannya, 

hal ini sejalan dengan Pasal 3 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa dengan tujuan dibentuknya BPD antara lain untuk7: 

a. Mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

b. Mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat Desa dan 

c. Mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di 

Desa. 

Namun dalam meningkatkan menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat harus ada 

kerjasama antara BPD dan Kepala Desa yang baik dan harmonis, dalam upaya menjalankan 

roda pemerintahan yang baik. 

Desa Kalitengah Kecamatan Tangah tani yang terletak di Kabupaten Cirebon yang 

memiliki jumlah penduduk kurang lebih 4500 jiwa. Desa Kalitengah memiliki sumber daya 

                                                             

6 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 1 angka (4) 

7 Permendgri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 3. 
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alam seperti sawah, masyarakatnya kebanyakan berprofesi sebagai pengrajin batik, petani, dan 

karyawan swasta. Akan tetapi, Desa kalitengah termasuk Desa yang terpencil dan masih dalam 

kategori Desa berkembang. Pada saat Pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang terdampak 

di bidang ekonominya, terutama bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha batik dan 

karyawan swasta hal ini menyebabkan masyarakat Desa mengalami penurunan ekonomi. 

Dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat setelah pandemi Covid-19 maka 

pembangunan Desa harus dilakukan secara maksimal baik dari pembangunan infrastruktur, 

sosial, dan ekonomi. Diantara program pembangunan desa adalah program jaminan sosial yang 

tertuang dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Mentri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang 

Pengelolaan Dana Desa bahwa8 (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan 

dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Ayat 1 berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan 

oleh Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 8A Peraturan Mentri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 

bahwa:9 

 

                                                             
8 Peraturan Mentri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri 

Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 32 Ayat (1) dan (2) 
 
9 Peraturan Mentri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana 

Desa Tahun 2020, Pasal 8A 
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1. Bencana Non Alam sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf D merupakan 

bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit 

yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, 

paling sedikit berupa: 

a. Pandemi Covid 19; 

b. Pandemi Flu Burung; 

c. wabah penyakit Cholera dan; 

d. Penyakit menular lainnya. 

 

2. Penanganan dampak pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

3. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Dana Desa 

merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata 

penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan 

Kartu Prakerja, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. 

BLT Dana Desa ini ditunjukan sebagai program pemulihan ekonomi masyarakat akibat 

dampak Covid-19 khususnya di Desa Kalitengah ini. Desa Kalitengah dipimpin oleh Kepala 

Desa yang biasa disebut dengan kata Kuwu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Perbub 

Kabupaten Cirebon Nomor 65 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa 

bahwasannya Kuwu adalah Kepala Pemerintah Desa pemimpin penyelenggara Pemerintahan 

Desa10. Kuwu dan BPD bersinergi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan program 

BLT Dana Desa, BPD dengan kewenangannya untuk menyalurkan segala aspirasi masyarakat 

dapat mempertimbangkan siapa saja yang berhak mendapatkan program BLT Dana Desa untuk 

meningkatkan ekonomi masyarakat serta memberi masukan kepada Pemerintah Desa terkait 

dengan aspirasi masyarakat. 

                                                             
10 Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 65 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, 

Pasal 1 ayat (11) 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian skripsi 

yang berjudul “Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membantu Program BLT 

Dana Desa Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022  (Study Desa Kalitengah Kecamatan Tengah tani 

Kabupaten Cirebon)”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat disimpulkan pokok masalah yang akan 

menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah bagaimana kinerja BPD dalam membantu 

program BLT Dana Desa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini yang ingin dicapai ialah: 

Mengambarkan terkait kinerja BPD dan menjelaskan terkait proses perencanaan, penetapan 

dan pengawasannya dalam membantu program BLT Dana Desa di Desa Kalitengah 

Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat  penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Penulis berharap penelitian ini sebagai upaya perkembangan ilmu hukum lebih 

terkhususnya pada sistem pemerintahan desa yang berkaitan dengan kinerja Badan 

Permusyawaratan Desa dalam membantu program BLT dana desa di Desa Kalitengah 

Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon. Selain itu, penelitian ini bisa dijadikan 
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referensi atau menjadi penelitian terdahulu bagi peneliti berikutnya dalam mengkaji 

masalah yang sama. 

 

E. Telaah Pustaka 

Sebelum melakukan penelitian ini lebih jauh, maka penulis terlebih dahulu melakukan 

penelusuran terhadap beberapa tulisan terdahulu khususnya yang berkaitan dengan Kinerja 

Badan Permusyawaratan Desa dalam membantu Program BLT dana desa. Adapun hasil 

beberapa karya ilmiah yang penulis temukan diantaranya: 

Pertama, Skripsi yang disusun oleh M. Khoiru Rofiq Ardiansyah diajukan kepada 

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan judul “Peran Badan 

Permusyawaratan Desa Dalam Proyek Pembangunan Desa” (Suatu Studi Deskriftif Tentang 

Proyek Desa Sungai Berapit Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir).Skripsi tersebut 

membahas tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Proyek Pembangunan Desa. 

Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta 

penaggulangan kemiskinan melalui pembangunan sarana prasarana pembangunan Desa. 

Skirpsi ini berfokus terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Proyek Pembangunan 

Desa11. 

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Khaeriah diajukan kepada program study Hukum 

Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare 

dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan di Barang 

Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturiyah)”. Penelitian ini menunjukan bahwa BPD 

dalam menjalankan fungsinya yaitu memiliki tugas merancang peraturan desa, menampung 

aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap kepala desa. Berdasarkan penelitian 

                                                             
11 M. Khoiru Rofiq Ardiansyah, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Proyek Pembangunan 

Desa” (Suatu Studi Deskriftif Tentang Proyek Desa Sungai Berapit Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri 

Hilir), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru (2020). 
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ini menunjukan dalam pelaksanaan membuat rancangan peraturan desa dan menampung 

aspirasi masyarakat kurang maksimal, dikarenakan anggota BPD kurang pemahaman terhadap 

tugas dan fungsinya yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku12. 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Wiwik Aanggeini diajukan kepada Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang dengan judul “Kinerja 

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Perahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten 

Tanggerang”. Skirpsi ini membahas terkait kinerja badan permusyawaratan desa yang 

menjalankan fungsi dari badan permusyawaratan desa diantara lain yaitu fungsi pengawasan, 

menampung aspirasi masyarakat, dan menyepakati pembuatan peraturan desa. Dalam skripsi 

ini juga dijelaskan bahwa komunikasi dan koordinasi antara BPD dengan kepala desa dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa masih kurang dan BPD belum pernah mengadakan 

pertemuan dengan masyarakat sehingga BPD dalam menjalankan fungsinya masih kurang 

maksimal. Oleh karena itu, BPD sebagai mitra kerja kepala desa diharapkan benar-benar 

menjalankan tugasnya dan melaksanakan fungsi BPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa13. 

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Chendryta Rikeresia diajukan kepada  Program 

Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul 

“Peranan Badan Permusyawaratan Desa (DPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Priode 

2017-2019 di Desa Kemiri, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo”. Skripsi ini membahas 

terkait peranan BPD dalam membentuk peraturan desa, BPD dalam membentuk peraturan desa 

diantaranya harus musyawarah dan partisipasi masyarakat sebagai langkah awal dalam 

                                                             

12 Khaeriah ,“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan di Barang Kabupaten 

Pinrang (Analisis Siyasah Dusturiyah)”, Skripsi program study Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu 

Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare (2021). 

13 Wiwik Aanggeini, “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Perahu Kecamatan Sukamulya 

Kabupaten Tanggerang”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

Serang, (2018). 



9 
 

pembentukan peraturan desa, hal ini dilakukan agar terciptanya peraturan desa yang baik dan 

benar sesuai kebutuhan masyarakat. BPD di Desa Kemiri dalam membentuk peraturan desa 

dianggap masih kurang maksimal dikarenakan pengetahuan dan pemahaman BPD dalam 

pembentukan peraturan desa yang terbatas sehingga faktor inilah yang menyebabkan kurang 

maksimalnya BPD dalam membetuk peraturan desa. Seharusnya BPD dalam pembentukan 

peraturan desa harus ada pendampingan dari pihak terkait agar dapat melaksanakan tahapan 

demi tahapan pembentukan peraturan desa berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Repubik 

Indonesia Nomor 111  Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa14. 

Kelima, skripsi yang ditulis Aning Yuliani diajukan kepada Program Study Hukum 

Tata Negara Fakultas Syariah Institut Islam Negeri Jember dengan judul “Kedudukan Badan 

Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa Berdasarkan 

PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari 

Kabupaten Jember 2020”. Skripsi ini berfukus pada kedudukan BPD berdasarkan Permendagri 

Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD, BPD sebagai salah satu lembaga pelaksana 

pemerintahan, bahwa secara kelembagaan BPD memiliki hak untuk mengawasi dan meminta 

keterangan tentang penyelenggaraan pemeirntahan desa, berhak berpendapat, melakukan 

pengawasan serta menampung aspirasi masyarakat15. 

Keenam, Jurnal yang ditulis Oleh Drs. Sumarno, M.Si. dengan judul: “Peran Badan 

Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan, Pembangunan dan Keuangan Desa”. Penelitian 

ini membahas tentang implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

                                                             

14 Chendryta Rikeresia “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (DPD) Dalam Pembentukan Peraturan 

Desa Priode 2017-2019 di Desa Kemiri, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo”, Skripsi Program Study 

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2020). 

15 Aning Yuliani, “Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Pemerintahan 
Desa Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari 

Kabupaten Jember 2020”, Skripsi Program Study Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Islam Negeri 

Jember, (2020-2021). 
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berdampak positif yang mendapatkan kucuran dana yang cukup besar bagi desa-desa di seluruh 

Indonesia. Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa harus menerapkan fungsi 

manajamen sejak perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar desanya 

bisa lebih maju. Sesuai undag-undang tersebut, pemerintah desa di bantu oleh Badan 

Permusyawaratan Desa melakukan fungsi pemerintahan desa. penelitian ini merupakan study 

literatur untuk mengetahui peran BPD dalam pemerintahan dan pembangunan desa.  

 

F. Kerangka Teori 

1. Good Governance 

Governance sendiri berarti tata pemerintahan/kegiatan pemerintahan. Good Governance 

memiliki arti pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang menaati hukum, menghormati 

hak asasi manusia, menghargai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, menghargai 

keberagaman suku, budaya dan agama. Good Govermance berhubungan juga dengan 

pelayanan yang baik, yaitu hubungan proses dan output. Jika proses kegiatan pemerintahan 

didasari atas prinsip-prinsip Good Govermance maka hasilnya adalah memberikan pelayanan 

yang baik, dan nanti dampaknya adalah kesejahteraan masyarakat16. 

Menurut Koiman bahwa Governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi 

sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan 

dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan 

tersebut17. 

                                                             
16 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta: Grasindo,2005), 

hlm. 300. 

 
17 Sadarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem 

Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktifitas Menuju Good Governance, (Bandung: CV. Mandar 

Maju, 2004), hlm.2  
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Konsep Good Governance memberikan rekomendasi sistem pemerintahan  yang 

menekankan kesetaraan pada lembaga-lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun tingkat 

daerah. Good gevornance dalam hal ni yakni kesepakatan mengenai peraturan negara yang 

diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sector swasta. Keberhasilan 

dalam menjalankan kewenangan suatu negara dapat dikatakan baik apabila dilakukan dengan 

efektif, efesien, responsive terhadap kebutuhan masyarakat dalam suasana demokratis, 

akuntabel, dan transparan.   

Menurut UNPD (United Nasions Development Program), karakteristik prinsip 

yang harus dianut dalam paraktik penyelenggaraan Good Governance meliputi:18 

a. Partisipasi (Participasion) dipilih salah satu saja 

Setiap warga Negara diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam proses 

pengambilan kebijakan publik; 

b. Transparansi (Transparency)  

Semua kebijakan publik harus transparan, mulai dari proses pengambilan 

keputusan, pelaksanaan, maupun evaluasinya. 

c. Daya tanggap (responsiveness) 

Semua lembaga pemerintahan harus memberikan pelayanan yang baik kepada 

masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan; 

d. Akuntabilitas (Accountability)  

Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta dan 

masyarakat memiliki tanggungjawab kepada publik. 

 

Dalam ketentuan penjelasan atas Pasal 2 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 101 

Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil menjelaskan arti 

dari Good Governance adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-

prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparan, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, 

efektifitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat19. 

                                                             

18 Ibid, Tori dan praktik…....hlm. 300-301 

19 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai 

Negeri Sipil, Pasal 2 huruf (d) 
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Karakteristik ini merupakan pondasi tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan 

negara yang adil dan sejahtera. Selain karakteristik diatas, ciri penting lainnya yang 

menyangkut tata kelola pemerintahan yaitu:20 

a. Memperhatikan kaum paling miskin dan lemah khususnya berkaitan dengan 

keputusan untuk mengalokasikan sumber daya pembangunan; 

b.  Prioritas politik, sosial, dan ekonomi dibangun atas dasar consensus; 

c. Mengikut sertakan semua kepentingan di dalam merencanakan dan 

merumuskan suatu kebijakan; 

d. Transparansi dan pertanggungjawab menjadi bagian inheren di dalam sikap 

dan prilaku kuasanya; 

e. Birokrasi dilakukan dengan efektif, efesien, dan adil; 

f. Supremasi hukum diletakan dan dilakukan secara konsisten. 

 

Pemerintahan yang baik bukan hanya muncul dari aparatur negara itu sendiri melainkan 

juga harus serentak dalam satu kesatuan dengan swasta dan masyarakat. Jadi keberhasilan suatu 

pemerintahan bukanlah dinilai dari harmonisasi dan kontruksi yang kokoh antara pemerintah, 

swasta, dan masyarakat. Good Governance sebagai pola dalam penyelenggaraan pemerintahan 

akan sulit diwujudkan tanpa dibarengi dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih. 

Pemerintahan yang bersih erat kaitannya dengan akuntabilitas administrasi publik dalam 

menjalankan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya. Apakah dalam menjalankan tugas dan 

wewenang yang diberikan kepadanya, mereka melakukan tindakan menyimpang atau tidak.

  

2. Demokratisasi Desa 

Secara etimologis demokrasi berasal dari kata demos (rakyat), dan cratein (memeritah). 

Secara harfiah kata demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat memerintah21. Sementara itu, 

dalam kamus Distionary Webters didefinisikan demokrasi sebagai pemerintah oleh rakyat yang 

                                                             

20 Rowland Bismark Fernando Pasaribu, http://rowland.staff.gunadarma.ac.id/Download/Files/bab13-

tata-kelola-pemerintahan.pdf. hlm. 406 

21 B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, 

(Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hlm. 98. 

http://rowland.staff.gunadarma.ac.id/Download/Files/bab13-tata-kelola-pemerintahan.pdf
http://rowland.staff.gunadarma.ac.id/Download/Files/bab13-tata-kelola-pemerintahan.pdf
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memegang kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka 

atau waki-wakil yang mereka pilih berdasar sistem pemilihan yang bebas22. Menurut Dahlan 

Thaib, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan untuk memerintah dari 

mereka yang diperintah atau demokrasi dalam arti lain merupakan pemerintahan yang 

mengikut sertakan rakyat dalam proses pengambilan keputusan oleh mereka yang diberi 

wewenang23. 

Menurut Paul Broken, definisi demokrasi memiliki banyak termiologi antara lain 

menyangkut aturan manusia, aturan majelis, aturan partai, aturan umum, partisipasi politik, 

kompetisi para elite dalam meraih suara, multipartai, prularisme, sosial, politik, persamaan hak, 

kebebasan berpolitik, sebuah masyarakat yang bebas, ekonomi pasar bebas, dan lain-lain. 

Sedangkan menurut David Beetham dan Kevin boyle bahwa demokrasi merupakan 

bagian dari khazanah dalam membuat keputusan secara kolektif. Demokrasi berusaha 

mewujudkan keinginan yang mempengaruhi perkumpulan secara keseluruhan harus diambil 

oleh semua anggota dan masing-masing anggota mempunyai hak yang sama dalam proses 

pengambilan keputusan. Dengan arti lain, demokrasi memiliki prinsip sama sebagai kontrol 

rakyat atas proses pembuatan keputusan secara kolektif dan memiliki kesamaan hak dalam 

penegndalian tersebut24. 

Dari pernyataan diatas, tampak dua hal yang esensial, Pertama demokrasi merupakan 

perwujudan keinginan secara keseluruhan anggota dan dalam hal ini setiap anggota memiliki 

hak yang sama. Kedua, demokrsi merupakan indikator tentang seberapa jauh prinsip kendali 

                                                             

22 United State Information agency, What is Democracy, (t.t, 1999), hlm. 4. 

23 Dahlan Thaib, Pancasila Yuridis Ketatanegaraan, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 

1994), hlm. 97-98. 

24 David Beetham dan Kevin Boyle, Demokrasi: 80 Tanya Jawab, (Yogyakarta: Kanisius 2000), hlm 

19-20 
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rakyat dan kesetaraan politis dapat diwujudkan serta bagaimana partisipasi masyarakat dapat 

semakin nyata dalam mewuudkan pembuatan keputusan secara kolektif.  

Pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat 

manusia yang pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan 

sosial. Berdasarkan gagasan tersebut terdapat 2 (dua) asas demokrasi yaitu: 

1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam memerintah, misalnya pemilihan wakil-wakil 

rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan 

adil. 

2. Pengakuan harkat dan martabat manusia, missal adanya tindakan pemerintah dalam 

upaya melindungi hak-hak asasi manusia.  

 

Perjalanan desa dalam sejarah politik mengalami mengalami pengerdilan. Pengeridilan 

itu berlangsung sudah lama sejak masa kolonial belanda hingga berdirinya Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Bahkan akhirnya sampai pada penempatan desa pada posisi terlemah 

dalam hierarki pemerintahan Negara25. Posisi desa yang sangat lemah ini membuat desa tidak 

memiliki kekuatan secara penuh dalam pengambilan keputusan poilitik yang menyangkut 

kepentingan masyarakat. Dalam upaya memajukan negara dan menggerakan pastisipasi 

seluruh warga Negara, sudah sepatutnya desa diberikan pernanan yang lebih besar.26. 

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa 

mendapatkan pengakuan hak otonominya dalam sistem pemerintahan nasional. Dalam 

perjalanan ketatanegaraan di Indonesia, desa telah mengalami perkembangan dalam berbagai 

bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan dan diberdayakan agar desa menjadi lebih 

maju, mandiri, dan demokratis sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan 

pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera27. 

                                                             

25 Mashuri Maschab, Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, (Yogyakarta: PolGov FISIP UGM, 

2013), hlm. 4 

26 Udiyo Basuki, Negara Desa: Tinjauan Sosio-Yuridis Atas Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan Desa, (Jurnal Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Vol 3(2) November 2018), 

hlm. 550 

27 Ibid….., hlm. 551 
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Demokratisasi Desa mewakili semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa. Undang-Undang ini telah memberi ruang untuk mendemokrasikan desa yang bersumber 

dari nilai-nilai kearifan lokal. Melalui asas subsidiaritas dan rekognisi, UU desa telah mengakui 

bahwa desa sebagai subjek, bukan lagi sebagai objek pembangunan dalam konteks hubungan 

relasi Negara. Dengan demikian konsep Demokratisasi Desa berarti upaya menggerakan 

demokrasi dalam kekhasan desa itu sendiri28.  

 Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa asas rekognisi adalah 

pengakuan Negara terhadap hak asal-usul desa, dan asas subsidiaritas adalah penetapan 

kewenangan dan pengambilan keputusan berskala lokal desa. Undang-Undang ini telah 

memberikan kewenangan kepada desa untuk mengurus masyarakatnya sendiri, kedua asas 

tersebut memberikan peluang kepada desa untuk mewujudkan kehendak bersama masyarakat 

desa sesuai dengan kearifan lokal masing-masing desa. melalui demokrasi desa, diharapkan 

muncul kesadaran dalam masyarakat terkait posisinya sebagai pemilik kekuasaan dan sumber 

kehidupan desa. 

Selain itu, pembentukan desa juga memiliki fungsi meningkatkan kemampuan 

penyelenggaraan pemerintahan secara peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai 

dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam 7 Pasal huruf (b) peraturan 

pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa juga memberikan gambaran dalam 

pelaksanaan otonomi desa secara luas, nyata, bertanggungjawab, dimana didalamnya 

disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang 

diserahkan pengaturannya kepada desa29. Otonomi yang dimiliki oleh desa berbeda dengan 

otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau kota. Otonomi yang 

dimiliki oleh desa adalah berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan 

                                                             
28 Naeni Amanullah, Demokratisasi Desa, (Jakarta Pusat:  Kementrian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Cet 1, 2015), hlm. 10 
29 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pasal 7 Pasal huruf (b) 
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penyerahan wewenang dari pemerintah. Landasan pemekiran yang perlu dikembangkan saat 

ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan 

masyarakat30. 

G. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), jenis penelitian ini 

merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan31. Semua informasi dan data 

yang digali dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam terhadap narasumber yaitu 

dari pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa di Desa Kalitengah 

Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon. 

1. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah Deskritif Kualitatif, yaitu menggambarkan secara lengkap dan 

sistematis keadaan objek yang diteliti, yaitu tentang Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan 

Desa dalam membantu Program BLT Dana Desa di Desa Kalitengah Kecamatan Tengahtani 

Kabupaten Cirebon. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris yaitu 

penelitian mengenai pemberlakuan atau implementasi hukum normatif terhadap peristiwa yang 

ada di kehidupan masyarakat32. Hukum normatif yang digunakan adalah peraturan 

perundangan yang berkaitan. Sedangkan fakta empiris yang ditelliti adalah fakta-fakta yang 

                                                             
30 Zulman Bariat, “Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal”, Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiah Lampung, (Jurnal Aanalisis Sosial Politik, Volume 5, No 1 Juli 2019). 
31 Amiruddin dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2004), hlm. 30. 
32 Bahder Juhan Nasution, “Metode Penelitian Ilmu Hukum”, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 

83. 
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berkaitan dengan Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membantu Program 

BLT Dana Desa di Desa kalitengah Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon. 

3. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer  

Data primer diambil secara langsung untuk memperoleh informasi yang mempunyai relevansi 

dengan permasalahan penelitian ini. Serta, penelitian lapangan yang dilaksanakan dengan 

mengadakan observasi dan wawancara. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder diambil secara tidak langsung melainkan diambil dari undang-undang 

yang berkaitan dengan penelitian, buku-buku dan tulisan ilmiah hukum terkait objek penelitian 

atau seperti hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Penelitian Lapangan (Observasi) 

Dalam penelitian ini, penyusun mengambil langkah pertama yaitu observasi terlebih dahulu 

dengan melakukan pengamatan terhadap kinerja yang dilaksanakan oleh BPD dalam 

membantu program BLT Dana Desa. Observasi ini bertujuan untuk melihat lebih jauh 

gambaran  kinerja yang dilakukan oleh BPD. 

b. Wawancara (Interview) 

Langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara, yaitu dengan melalui percakapan antara 

peneliti dan narasumber. Wawancara ini untuk menggali informasi, data, dan poin-poin 

masalah lainnya dengan tujuan agar penelitian ini memperoleh data yang akurat dan benar. 

c. Dokumentasi  

Langkah terakhir yaitu dokumentasi, metode ini digunakan pada saat pencarian informasi yang 

bersumber dari dokumen, arsip atau catatan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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5.  Analisis Data 

Kualitatif merupakan penelitian yang mengaambarkan secara lengkap mengenai fakta-fakta 

secara menyeluruh sesuai dengan konteks melalui pengumpulan data dari sumbernya 

langsung33. Analisis data akan dilakukan untuk menguak tentang kinerja Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membantu program BLT dana desa. 

Deskriptif merupakan penelitian yang menjelaskan secara lengkap mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat, dan fenomena objek penelitian secara sistematis, aktual dan akurat. 

Selanjutnya analisis datanya akan dinarasikan secara sistematis dan objektif. Cara ini 

diharapkan dapat membantu untuk menjelaskan temuan data secara utuh dan menyeluruh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33 Restu Kartiko Widi, “Asas Metodologi Penelitian”: Sebuah Pengenalan dan penuntun langkah demi 

langkah pelaksanaan penelitian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 250. 
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H. Sistematika Pembahasan 

Dalam rangka untuk mempermudah pembahasan skripsi. Maka perlu disusun suatu 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab Pertama, yaitu terdiri dari Pendahuluan, yang meliputi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, membahas landasan teori mengenai pengawasan, jenis pengawasan, prinsip 

pengawasan, dan kebijakan publik 

Bab Ketiga, membahas tentang dasar hukum, fungsi, dan kewenangan BPD serta 

ditampilkan juga mengenai stuktur BPD Desa Kalitengah, membahas terkait BLT Dana Desa, 

dan gambaran umum objek penelitian yaitu Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani 

Kabupaten Cirebon. 

Bab Keempat, merupakan yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu mengenai kinerja 

BPD dalam membantu program BLT dana desa di Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani 

Kabupaten Cirebon. 

Bab Kelima, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesmpulan yang berisi 

hasil dari penelitian, lalu saran-saran yang menyampaikan terhadap hasil penelitian yang sudah 

diperoleh. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil pembahasan diatas serta diperkuat dengan data yang diperoleh dilapangan, 

penelitian yang menyangkut Analisis Kinerja BPD Dalam Membantu Program BLT Dana Desa 

Peraturan Desa Kalitengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa 

Tahun 2022 dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga legislatif di tingkat Desa, dimana BPD 

ini perwujudan dari demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, BPD 

juga sebagai mitra kerja pemerintah desa yang memiliki tugas dan fungsinya masing-

masing, pemerintah desa dalam hal ini sebagai Eksekutif sedangkan untuk BPD sendiri 

sebagai legislatif. Tugas dan fungsi BPD sendiri diatur dalam Berdasarkan Pasal 56 

Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Badan 

Permusyawaratan Desa menyebutkan bahwa tugas dari BPD adalah sebagai berikut:    

a. Menggali aspirasi masyarakat 

b. Menampung aspirasi masyarakat 

c. Mengelola aspirasi masyarakat 

d. Menyalurkan aspirasi masyarakat  
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e. Menyelenggarakan musyawarah BPD 

f. Menyelenggarakan musyawarah Desa 

g. Membentuk pemilihan kuwu  

 

h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan kuwu antar 

waktu 

i. Membahas dan menyepakati ranacangan Peraturan Desa bersama kuwu 

j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kuwu 

k.  Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

l.  Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan 

lembaga Desa lainnya; dan 

m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 Sedangkan BPD memiliki fungsi sebagai berikut yang diatur dalam Pasal 55 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut: 

a. Membahas dan menyepakati rencana Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 

b. Menampung dan menyalurkan masyarakat Desa; dan 

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 

  Dari pernyataan diatas BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertujuan untuk 

terselenggaranya pemerintahan desa yang baik, efesien, efektif, tercapainya kemakmuran, 

terbukanya ruang demokrasi, dan penyelenggaran pemerintahan desa yang transparan.  

2. Dalam Rencana Pembangunan Desa Kalitengah Tahun 2022, salah satu program 

pembangunan yang ditetapkan adalah program jaminan sosial berupa BLT Dana Desa. 

Jaminan Sosial ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan atau bagi masyarakat 
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yang terdampak bencana Non alam COVID-19, sasaran penerima BLT Dana Desa adalah 

masyarakat miskin Non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai BPNT. Dari hasil penelitian, 

pelaksanaan program jaminan sosial ini masih ada kendala, dimana kendala tersebut berupa 

faktor kesenjangan dikarenakan kuota yang diberikan itu terbatas. Hal ini menjadi 

pekerjaan Pemerintah Desa dan BPD Desa Kalitengah untuk menentukan siapa saja 

masyarakat yang benar-benar berhak menerima BLT Dana Desa sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Kuwu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pendataan Calon Penerima BLT 

Dana Desa Tahun Anggaran 2022. 

3. BPD Desa Kalitengah terlibat dalam merencanakan, menetapkan, dan mengawasi 

pelaksanaan program BLT Dana Desa ini. Dari hasil penelitian dilapangan BPD Desa 

Kalitengah ikut serta dalam merencanakan, menyepakati, dan mengawasi dalam 

pelaksanaanya. Namun, dalam pelaksanaannya BPD Desa Kalitengah masih belum 

maksimal dalam keterlibatannya membantu program BLT Dana Desa, hal ini ditunjukan 

pada kurangnya pengawasan secara langsung dari pihak BPD Desa Kalitengah. 

 

B. Saran  

Bedasarkan hasil kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran dari hasil penelitian 

sebagai berikut: 

1. BPD Desa Kalitengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya diharapkan dapat 

bertanggung jawab secara penuh serta memberikan ketegasan dalam mengawasi 

pelaksanaan pembangunan desa yang khususnya Program BLT Dana Desa. Selain itu, BPD 

Desa Kalitengah harus memberikan masukan atas inisiatifnya sendiri, bukan hanya 

mendukung, menyepakati, dan menyetujui atau tidak menyetujui apa yang telah diusulkan 

oleh pemerintah desa. Sehingga tugas dan fungsi BPD Desa Kalitengah dapat berjalan 

dengan maksimal. 
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2. Pemerintah Desa Kalitengah dan BPD Desa Kalitengah diharapkan dapat bekerjasama 

dengan baik agar program BLT Dana Desa dengan kuotanya yang terbatas meminimalisir 

terjadinya kesenjangan. Dalam hal ini, Pemerintah Desa kalitengah dan BPD Desa 

Kalitengah seharusnya survei atau turun ke lapangan untuk memastikan bahwa warga 

tersebut memang benar-benar berhak mendapatkan BLT Dana Desa. Jadi prosedur 

pendataan calon penerima BLT Dana Desa ini bukan hanya dilakukan oleh Satgas Covid 

19 dan Rt/Rw saja, akan tetapi pemerintah desa kalitengah dan BPD Desa Kalitengah 

harus turun langsung kelapangan dan melakukan pendataan lalu di Musyawarahkan 

melalui Musyawarah Desa Khusus. 

3. Dalam menjalankan tugasnya sebagai BPD Desa Kalitengah sebagai legislatif ditingkat 

desa, seharusnya memberikan ruang partisipasi yang seluas-luasnya. Hal ini bisa 

dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan khusus selain Musyawarah Desa yang 

nanti muatannya terkait memberikan layanan aduan untuk masyarakat Desa Kalitengah. 

Selain itu, bisa dilakukan dengan cara membuka layanan aduan masyarakat baik itu 

dengan cara membuat kotak aduan, atau membuat layanan aduan berbasis online. 
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